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Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi 

 

PENGKINIAN PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI 

 

1.  Latar Belakang  

Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, PT. BPR Citra Darian berpedoman kepada 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/Pojk.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola 

Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance yang 

berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu: keterbukaan (transparency), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan 

kewajaran (fairness). 

Guna mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) tentang Direksi dan 

Komisaris, Bank menyusun  Pedoman dan Tata Tertib Kerja, yang mengatur tentang :  

a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang  

b. Nilai-nilai  

c. Etika dan Waktu Kerja  

d. Penyelenggaraan Rapat  

e. Pelaporan  

f. Pertanggungjawaban  

2. Dasar Hukum Pelaksanaan  

a. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;  

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola 

Bagi Bank Perkreditan Rakyat ; 

c. Anggaran Dasar PT.BPR Citra Dariandan perubahannya yang berlaku;  

3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi 

a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan 

kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

b. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha 

Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank;  
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c. Wajib menindaklanjuti temuan audit intern dan supervisory concern dari Auditor 

Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas 

lain;  

d. Direksi harus mengevaluasi dan memantau tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh 

PEAI. 

e.  Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen 

Risiko dan Fungsi Kepatuhan dan petugas yang bertanggung jawab APU PPT; 

f. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan 

Komisaris;  

g. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai;  

h. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan 

informasi tentang keadaan atau kondisi Bank; 

i.  Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar;  

j. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa konsultan kecuali memenuhi 

persyaratan sebagai berikut :  

1. proyek bersifat khusus;  

2. didasari oleh kontrak kerja yang jelas; dan  

3. konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan 

proyek yang bersifat khusus.  

a.  Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direktur Utama 

1. Menjalankan pengelolaan dan pengurusan perusahaan/perseroan (PT BPR CITRA DARIAN)  

untuk kepentingan Perseroan sesuai Undang-Undang PT No. 40 tahun 2007 khususnya pada 

pasal 92 tentang Tugas dan Tanggungjawab Direksi. 

2. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Tata Kelola BPR secara menyeluruh dalam 

organisasi BPR. 

3. Menjalankan semua aktivitas & kegiatan operasional BPR penuh dengan tanggungjawab 

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,  perundang-undangan yang berlaku  serta kebijakan 

internal BPR. 

4. Mengkoordinasi, memimpin, dan mensupervisi seluruh kegiatan organisasi agar sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

5. Menyelenggarakan rapat pada saat dipandang perlu atas permintaan anggota Direksi atau 

anggota Dewan Komisaris. 
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6. Melaksanakan kegiatan evaluasi secara rutin untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan 

penghimpunan dana dan penyaluran kredit sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 

Direksi. 

7. Melaksanakan kegiatan evaluasi secara rutin untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan praktek 

organisasi di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain 

yang berlaku. 

8. Melaksanakan kegiatan pelaporan secara periodik dan tertulis kepada Dewan Komisaris 

mengenai: 

a. Perkembangan dan jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan, deposito, dan 

berbagai sumber dana lainnya. 

b. Perkembangan  dan kualitas portofolio kredit secara umum. 

c. Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak-pihak terkait. 

d. Portofolio kredit bermasalah dan perkembangan laba rugi. 

e. Penyimpangan yang terjadi dari kebijakan kredit yang ditetapkan. 

f. Temuan-temuan penting dalam hal perkreditan yang dilaporkan oleh audit intern. 

g. Realisasi dari berbagai rencana kerja yang telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. 

9. Menandatangani surat-surat berharga atas nama BPR serta memo-memo, warkat-warkat yang 

telah diparaf oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan BPR. 

10. Menetapkan, memutuskan, menyetujui, dan memerintahkan pengeluaran uang dalam rangka 

realisasi kredit maupun untuk keperluan operasional kantor sesuai dengan batas kewenangan 

yang ditetapkan oleh pengurus BPR. 

11. Menetapkan, menyetujui, dan memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk 

melakukan penarikan, penyetoran, dan pemindahbukuan. 

12. Menetapkan struktur organisasi, tata kerja dan kepegawaian dalam rangka  mendukung 

terlaksananya kegiatan operasional BPR. 

13. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR 

yang berlaku. 

14. Mengatur dan menetapkan tugas dan jabatan karyawan di dalam BPR. 

15. Menilai prestasi kerja pegawai dan menetapkan langkah-langkah penertiban yang diperlukan 

dalam rangka meningkatkan prestasi kerja pegawai. 

16. Direksi bersama Dewan Komisaris berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa (RUPSLB) 

17. Menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang akan dipertanggungjawabkan dalam RUPS. 
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18. Menjalankan semua aktivitas & kegiatan operasional BPR penuh dengan tanggungjawab 

sesuai peraturan perundang-undangan, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta kebijakan 

internal Bank. 

19. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan 

operasional BPR  

20. Meningkatkan pertumbuhan BPR secara maksimal baik secara kuantitas maupun kualitas 

serta menjaga tingkat kesehatan bank (TKS) pada level tertinggi. 

21. Terjaminnya pelaksanaan pemasaran dan pelayanan nasabah dengan baik, tertib dan lancar. 

22. Menciptakan citra yang baik serta menjaga hubungan baik dengan instansi maupun 

lingkungan masyarakat sebagai pengguna jasa Bank. 

23. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi 

yang dilakukan untuk kepentingan BPR. 

24. Menetapkan kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaan dan pengelolaan BPR berdasarkan 

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; 

25. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

26. Menyusun perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dalam pelaksanaan manajemen 

operasional BPR. 

27. Menyusun dan penyampaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Laporan Keuangan Tahunan 

(LKT) BPR kepada Pemegang Saham (RUPS) melalui Dewan Komisaris  yang meliputi 

kebijakan di bidang organisasi, manajemen, perencanaan,  pendanaan, perkreditan, keuangan,  

umum dan kepegawaian serta  pengawasan untuk mendapatkan pengesahan lebih lanjut. 

28. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan program APU & PPT serta menyampaikan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan  atas perubahan SOP APU & PPT kepada Otoritas Jasa 

Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. 

29. Melaksanakan program  Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer), Anti Pencucian 

Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) secara menyeluruh sesuai 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

30. Melaksanakan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang telah disusun Petugas yang 

bertanggungjawab APU PPT kepada Pusat Penelitian Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 
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b. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direktur yang Membawahkan Fungsi 

Kepatuhan. 

1. Menerapkan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan 

atau jenjang organisasi. 

2. Melakukan pengawasan secara menyeluruh atas semua kegiatan yang dilakukan oleh 

semua unit kerja yang ada dalam melaksanakan Tata Kelola BPR yang telah 

ditetapkan manajemen. 

3. Memantau seluruh laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang 

berhubungan dengan seluruh tugas dan laporan yang menjadi kewajiban BPR yang 

berhubungan erat dengan fungsi kepatuhan. 

4. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana 

diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. 

5. Memberikan saran dan masukan kepada Direktur utama dalam rangka pengambilan 

keputusan dalam pelaksanaan tugas yang bersifat operasional yang berhubungan erat 

dengan pelaksanaan Tata Kelola BPR. 

6. Mengkoordinasikan semua kegiatan unit kerja yang berada dibawah koordinasinya 

dalam rangka optimalisasi dalam menjalankan Tata Kelola secara menyeluruh dalam 

organisasi  

7. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua unit kerja terkait dalam 

melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan manajemen yang berhubungan 

langsung dengan Tata Kelola BPR.  

8. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan aktivitas yang 

berhubungan Tata Kelola BPR guna menghindari terjadinya penyimpangan yang 

dapat menimbulkan kerugian bagi BPR. 

9. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan 

dengan pengerahan dan pengembangan dana baik dalam bentuk Tabungan, Deposito 

maupun dalam penempatan dana lainnya bersama-sama dengan Pejabat BPR dalam 

rangka pelaksanaan Tata kelola BPR secara baik dan benar serta menyeluruh.  

10. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan aktivitas yang 

berhubungan dengan administrasi kredit bersama-sama dengan Pejabat terkait dan 
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jajarannya untuk memastikan bahwa penatausahaan dan administrasi kredit telah 

berjalan sesuai dengan Prinsip-prinsip Tata Kelola BPR. 

11. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan aktivitas yang 

berhubungan dengan Akuntansi dan Sistem Pembukuan Bank bersama-sama Pejabat 

terkait guna memastikan bahwa sistem pencatatan Bank telah berjalan sesuai dengan 

prinsip-prinsip Tata Kelola BPR secara benar. 

12. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan aktivitas yang 

berhubungan dengan kegiatan Umum, Personalia, Keamanan dan kegiatan eksternal 

untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan yang terkait dengan aktivitas tersebut di atas 

telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip dasar Tata Kelola BPR. 

13. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua aktivitas dan kegiatan yang 

berhubungan dengan sistem keuangan Bank dan Teller bersama-sama Pejabat terkait 

guna meyakinkan bahwa pengelolaan dan pengaturan keuangan BPR  telah dilakukan 

sesuai prinsip-prinsip dasar Tata Kelola BPR. 

14. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua aktivitas dan kegiatan yang 

berhubungan dengan fungsi peranan Customer Service Officer (SCO) bersama-sama 

dengan Pejabat terkait guna memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut telah sesuai 

dengan prinsip-prinsip dasar Tata Kelola BPR yang benar. 

15. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan. 

16. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan 

diterapkan oleh Direksi. 

17. Menyusun ketentuan dan pedoman internal bank. 

18. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan 

usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan 

perundang-undangan. 

19. Meminimalkan risiko kepatuhan bank. 

20. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil 

Direksi bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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4. Nilai-nilai  

a. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan 

tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu 

mengindahkanPeraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait 

dengan pelaksanaan Good Corporate Governance serta Anggaran Dasar Bank;  

b. Direktur  Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham 

Pengendali;  

c.  Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, 

Direksiatau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;  

d.   Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali 

sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu 

pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi Bank; 

e.  Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham 

sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau 

menjadi pemegang saham mayoritas dilembaga jasa keuangan non bank; 

f.  Anggota Direksi wajib mengungkapkan : 

i. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank 

yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain yang berkedudukan 

didalam dan diluar negeri; 

ii. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris,  

anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;  

iii. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dalam laporan pelaksanaan Good Corporate 

Governance sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

g. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang 

mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;  

h. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa 

atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan 

surat kuasa. Dalam surat kuasa tersebut kepada pemegang-pemegang kuasa diberi 

wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan batasan ruang lingkup 

(kuasa yang bersifat khusus) dan waktu;  



PT. BPR. CITRA DARIAN 
 

8 

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi 

i. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga 

dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi keuntungan Bank;  

j. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, 

selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;  

k. Anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Direksi dan 

informasi yang diperolehnya dalam rapat;  

l. Setiap anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat 

pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta 

yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank 

yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.  

 

5. Etika dan Waktu Kerja. 

a. Etika Kerja Direksi adalah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya secara optimal, yang dicerminkan dengan kehadiran Direksi 

sesuai waktu kerja yang ditetapkan, tingkat kehadiran Direksi dalam penyelenggaraan 

Rapat dan kunjungan ke jaringan kantor Bank yang diperlukan;  

b. Waktu Kerja Direksi sesuai waktu kerja yang ditetapkan, dan atau pada hari-hari tertentu 

yang memerlukan kehadiran Direksi.   

 

6. Penyelenggaraan Rapat  

Pelaksanaan rapat Direksi harus sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, antara lain :  

a. Rapat Direksi wajib diselenggarakan sesuai kebutuhan atau paling kurang 1 (satu) kali 

sebulan, dan wajib dihadiri mayoritas Direksi;  

b. Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 4 (empat) 

bulan sekali; 

c.  Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan;  

d. Rapat Direksi harus dijadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun 

buku, dan bahan rapat diupayakan disampaikan kepada peserta paling lambat 1 (satu) hari 

sebelum rapat. Untuk rapat di luar jadwal, bahan rapat disampaikan ke peserta paling 

lambat sebelum pelaksanaan rapat;  
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e. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bila tidak tercapai, 

maka berdasarkan suara terbanyak;  

f. Hasil rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris :  

i. Wajib dituangkan dalam risalah rapat (paling kurang berisi: waktu dan tempat rapat; 

agenda rapat, rekomendasi dan tindak lanjut, daftar hadir dan tanda tangan seluruh 

peserta rapat); 

ii. Wajib ditandatangani seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir 

(berdasarkan jenis rapat). Bila terdapat anggota Direksi/Dewan Komisaris yang tidak 

menandatangani risalah rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasan secara 

tertulis (surat tersendiri) yang dilekatkan pada risalah rapat;  

iii. Wajib disampaikan ke seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir serta 

didokumentasikan.  

g. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri (quorum) paling kurang 51% (lima puluh 

satu perseratus) dari seluruh anggota Direksi. Bagi Direksi yang tidak hadir dapat 

memberikan kuasa tertulis kepada Direksi lainnya;  

h. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam Rapat wajib dicantumkan 

secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;  

i. Pemanggilan Rapat : 

Dilakukan oleh Direktur Utama, diinformasikan secara lisan / tertulis kepada 

seluruhanggota Direksi paling kurang 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat;  

ii. Apabila Direktur Utama berhalangan, pemanggilan rapat dapat dilakukan oleh 

anggota Direksi lainnya dengan sepengetahuan Direktur Utama;  

iii. Mencantumkan agenda acara, waktu, dan tempat Rapat.  

i. Rapat diadakan dimanapun di wilayah Republik Indonesia dan dipimpin Direktur Utama. 

Apabila Direktur Utama berhalangan hadir, dapat menugaskan salah seorang 

anggotaDireksi sebagai Ketua Rapat; 

j. Agenda Rapat disesuaikan dengan urgensi, tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain 

meliputi satu atau beberapa hal berikut ini :  

i.  Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB); 

ii.  Melakukan evaluasi realisasi RBB dan sekaligus menetapkan langkah tindak lanjut 

yang diperlukan;  
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iii. Mengevaluasi pelaksanaan audit intern / ekstern, termasuk:  

a).  Memastikan hasil temuan audit telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait;  

b).Laporan Pokok Pelaksanaan Audit Intern yang disampaikan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan (tahunan). 

iv. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan, Manajemen Resiko dan Fungsi 

Audit Intern dibawah Direksi dan rekomendasi dari unit kerja lainnya;  

v. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan atau program kerja satuan kerja di Kantor Pusat 

dan di luar Kantor Pusat;  

vi. Penyampaian laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku;  

k. Ketua Rapat dapat menugaskan seorang Notulis Rapat, yang bertugas, antara lain :  

i. Menyiapkan undangan pemanggilan rapat;  

ii. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat ke peserta rapat serta pihak-pihak 

lainnya bila diperlukan dan mendokumentasikan;  

ii. Memantau tindak lanjut atas hasil keputusan rapat.  

 

7.  Pelaporan  

Pelaporan Direksi kepada pihak otoritas, antara lain meliputi :  

a. Laporan dan Self Assessment Pelaksanaan GCG (tahunan); 

b. Laporan Tahunan (tahunan);  

c. Laporan pokok-pokok pelaksanaan  tugas kepatuhan anggota Direksi yang membawahkan 

fungsi kepatuhan (tahunan); 

d. Laporan Rencana Bisnis Bank (tahunan);  

e. Laporan Profil Risiko (semesteran); 

f. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (semesteran);  

g. Laporan Keuangan Publikasi (triwulanan); 

h. Laporan hasil audit intern (tahunan). 

 

8.  Pertanggungjawaban  

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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